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Abstrak
 

Dengan berkembangnya praktik berkontrak seringkali timbul kerugian pada tahap pra kontrak. Namun,

dalam hukum Indonesia belum diterapkan asas iktikad baik dalam tahap pra kontrak tersebut, sehingga

menyulitkan para pihak untuk mendapat pertanggungjawaban. Hal tersebut berbeda dengan Hukum Perdata

Jerman yang sudah mengatur mengenai iktikad baik pada tahap pra kontrak. Untuk menjawab permasalahan

tersebut skripsi ini akan membandingkan pengaturan yang ada dalam KUH Perdata Indonesia dan BGB

Jerman terkait iktikad baik pada tahap pra kontrak. Perbandingan pun juga akan dilakukan dengan melihat

perkembangan iktikad baik pada tahap pra kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Perdata

Jerman. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-

undangan, studi kasus, dan perbandingan. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Hukum Indonesia dan

Jerman sama sama tidak mengenal secara spesifik iktikad baik pra kontrak. Namun, Hukum Perdata Jerman

telah mengakui kekuatan mengikat pra kontrak yang kemudian didasarkan kepada iktikad baik, sedangkan

Hukum Indonesia hanya mengenal iktikad baik yang hanya diterapkan pada pelaksanaan kontrak dan belum

mengakui daya mengikat pra kontrak. Selain itu, ditemukan pula perbedaan mengenai perkembangan asas

iktikad baik pra kontrak dilihat dari yurisprudensi kedua negara tersebut. Dalam hal ini Lembaga Peradilan

Jerman lebih konsisten dalam menerapkan iktikad baik pra kontrak dibandingkan dengan lembaga peradilan

Indonesia. Hasil penelitian ini menyarankan adanya pembaharuan Hukum Kontrak Indonesia dengan

menempatkan iktikad baik tidak hanya pada saat pelaksanaan kontrak namun juga saat pembentukan

kontrak. Selain itu, lembaga peradilan di Indonesia juga dapat mencontoh perkembangan-perkembangan

yang dilakukan oleh lembaga peradilan Jerman terkait dengan asas iktikad baik pra kontrak tersebut.

......With the development of contracting practices, losses often arise at the pre-contract stage. However, in

Indonesian law the principle of good faith has not been applied in the pre-contract stage, making it difficult

for the parties to be held accountable. This is different from the German Civil Code which already regulates

good faith at the pre-contract stage. To answer these problems, this thesis will compare the existing

arrangements in the Indonesian Civil Code and the German BGB regarding good faith at the pre-contract

stage. Comparisons will also be made by looking at the development of good faith at the pre-contract stage

in Indonesian Civil Law and German Civil Law. This research is a normative juridical research with

statutory regulations, case studies, and comparison approaches. From this research it was found that both

Indonesian and German laws do not specifically recognize pre-contract good faith. However, German Civil

Law has recognized pre-contract binding power which is then based on good faith, while Indonesian law

only recognizes good faith which only applies to contract execution and has not recognized pre-contract

binding power. In addition, differences were also found regarding the development of the principle of good

faith before the contract seen from the jurisprudence of the two countries. In this case the German judiciary
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is more consistent in implementing pre-contract good faith than the Indonesian judiciary. The results of this

study suggest that there should be a renewal of Indonesian Contract Law by placing good faith not only at

the time of contract execution but also at the time of contract formation. In addition, the judiciary in

Indonesia can also follow the developments made by the German judiciary regarding the pre-contract good

faith principle.


